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	Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018, sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang menggambarkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup teori hukum, asas hukum, dan norma hukum. Data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Kedudukan hukum pendaftaran badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) melalui Pengadilan Negeri dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 masih mencerminkan dualisme hukum. Hal ini disebabkan karena Pasal 23 KUHD yang mewajibkan pendirian CV diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri masih berlaku dan belum dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara itu, Pasal 2 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran secara elektronik melalui SABU. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Terkait dengan harmonisasi hukum atas pendaftaran badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan SABU setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, terdapat ketidakharmonisan yang nyata. Peraturan ini bertentangan dengan teori hierarki hukum karena Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran melalui SABU, sehingga mengabaikan ketentuan KUHD yang mewajibkan pendaftaran melalui Pengadilan Negeri. 
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PENDAHULUAN
Pesatnya aktivitas ekonomi dan beragamnya bidang usaha yang berkembang di Indonesia mencerminkan meningkatnya minat masyarakat dalam mendirikan usaha. Di Indonesia, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang telah dikenal dan didirikan sejak masa Pemerintahan Hindia-Belanda, salah satunya adalah Commanditaire Vennootschap (CV), yang dalam praktik bisnis saat ini sering kali disebut sebagai perusahaan. (Dentria Cahya Sudarsa, 2020) Saat ini, pendaftaran CV dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut SABU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelum berlakunya peraturan tersebut, di mana pendaftaran CV dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar CV yang sebelumnya didaftarkan melalui Pengadilan Negeri tetap memiliki kepastian hukum. 

Di dalam dunia usaha banyak ragam usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pengusaha baik usaha-usaha yang berlingkup nasional atau internasional maupun usaha-usaha yang relative kecil yang dilakukan oleh masyarakat di daerah yang melakukan kegiatan yang berkelanjutan dan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Henricus Subekti dan Mulyoto, 2012)
Dalam perekonomian Indonesia, badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan berBadan Usaha dalam bentuk persekutuan yang dijalankan oleh para pelaku usaha kecil, karena usaha ini banyak diminati oleh pengusaha kecil dan menengah.  (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019) Adapun saat ini bentuk bidang usaha  yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah CV. 
Upaya untuk melakukan kegiatan usaha dari para pelaku usaha, maka harus mempunyai legalitas dalam berusaha, yaitu berupa izin usaha maupun keterangan lainnya. Badan usaha yang dibentuk digolongkan menjadi 2 macam yang meliputi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. (H.Salim, 2021)
Perbedaan dari badan usaha badan hukum dengan badan usaha tidak berbadan usaha dilihat dari proses pendiriannya yaitu pendirian badan usaha berbadan usaha diperlukan adanya campur tangan pemerintah seperti adanya pengesahan. Sedangkan badan usaha yang bukan berbadan usaha tidak diperlukan pengesahan hanya perlu untuk didaftarkan. (Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, 2021)
Proses pendaftaran badan usaha yang bukan Badan Usaha ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha yang akan dijalankan. Selain untuk memenuhi kebutuhan juga untuk memberikan identitas usaha mereka yang dipakai sebagai payung hukum yang dipergunakan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usaha mereka secara terus menerus.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer. Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa Akta pendirian didaftarkan atau diregister pada Pengadilan Negeri, hal ini juga diatur dalam Pasal 23 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) bahwa pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pendaftaran Persekutuan Perdata yang tidak diatur secara jelas dalam Pasal 1618 KUHPerdata mengikuti pendaftaran CV dan Firma, namun disisi lain Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa Firma, CV dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).  (Putu Devi Yustisia Utami, 2020)  Penegasan dalam tesis ini penulis hanya akan membahas menganai CV.

Pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah proses pendirian yang rumit, di mana selain membutuhkan akta notaris, CV juga harus melalui registrasi pengadilan untuk mendapatkan pengesahan. (Putu Devi Yustisia Utami, 2020)
Selain tanggung jawab sekutu aktif dalam CV bersifat tidak terbatas, yang berarti mereka bertanggung jawab atas seluruh kewajiban dan utang perusahaan dengan menggunakan aset pribadi mereka, hal ini berisiko bagi sekutu aktif dalam hal terjadinya masalah keuangan perusahaan. Selain itu, terdapat potensi konflik antara sekutu aktif dan pasif, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dan pengelolaan perusahaan yang sering kali menimbulkan ketidaksepahaman. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan fleksibilitas manajemen juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis CV, karena struktur pengelolaannya yang cenderung kaku. 

CV juga menghadapi tantangan dalam memperoleh kepercayaan dari pihak eksternal, serta risiko terkait kelangsungan bisnis yang bisa terpengaruh oleh konflik internal atau masalah keuangan. Selain itu, CV juga memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar modal, yang membatasi kemampuannya untuk mendapatkan pendanaan lebih luas untuk ekspansi atau pengembangan bisnis. (Ni Komang Mahyuni, 2021)
Kelemahan tersebut memicu pemerintah untuk mengembangkan system digital dalam pendaftaran badan usaha. Kebutuhan terhadap sistem informasi administrasi pada masa kini yang memberi kemudahan bagi pengguna dalam suatu Lembaga maupun institusi penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan usaha. (Lestari, 2015) Adanya sistem informasi yang berbasis elektronik tersebut merupakan sistem informasi yang terintegrasi untuk melayani kebutuhan dalam suatu Lembaga maupun institusi dalam bidang usaha yang dilakukan. (Andi Armansyah, 2018) Namun, kelemahan dari sistem pendaftaran badan usaha sebelum berlakunya Pengaturan Menteri ini adalah adanya pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu serta untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan izin. (M. Lasakar, 2019)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Kehakiman. Perubahan nomenklatur dari Departemen Kehakiman menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terjadi pada tahun 2001, seiring dengan restrukturisasi kabinet di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan perluasan fungsi dan tanggung jawab kementerian tersebut. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2019 pendirian dan pendaftaran badan usaha wajib didaftarkan ke sistem Kementerian Hukum dan HAM melalui SABU.

Pendaftaran tersebut hanya bisa dilakukan melalui perantara Notaris dimana pelaku usaha membuatkan aktanya dihadapan Notaris dan nantinya Notaris yang mendaftarkan akta tersebut ke SABU yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer. Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata  yang menyatakan bahwa pemohon adalah pendiri Bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Usaha.

Sistem ini juga berhubungan dengan berlakunya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik SABU yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menghendaki adanya integrasi data khususnya bidang usaha dan kegiatan yang di jalankan antara data Kementerian Hukum dan HAM. (Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, 2021)
Hal ini berkaitan dengan perijinan berusaha, bahwa setiap pihak yang menjalankan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perijinan terkait, termasuk perusahaan yang ada sebelumnya, NIB ini sekaligus juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan yang diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Lembaga SABU yang diajukan secara online. 

Pada tahun 2021 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2018. Sistem Administrasi Badan Usaha yang akan memberikan data bidang usaha yang merupakan tujuan dari perusahaan serta akan dimuat dalam Akta Pendirian badan usaha oleh Notaris dan di input pada SABU yang terhubung dengan Kementerian Hukum dan HAM sekaligus melakukan pencatatan pendirian dan daftar bidang usaha yang langsung tercantum pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). 

Sehubungan hal tersebut maka semua data bidang usaha harus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia baik untuk badan usaha yang Badan Usaha melalui pengesahan, maupun badan usaha yang bukan Badan Usaha melalui pendaftaran. Dengan pendaftaran secara online ini maka pendirian badan usaha sudah seharusnya juga melalui pembuatan bentuk akta autentik yakni akta pendirian badan usaha yang merupakan kewenangan dan peran dari Notaris. (Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, 2021)
Beberapa pelaku usaha di Bandung yang mengeluhkan mengenai SABU yang seharusnya dihubungkan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Namun pada kenyataannya SABU tidak otomatis meng-update atau tidak dibuatkan menu khusus untuk KBLI.  Berbeda dengan dahulu yang melakukan pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri tempat CV berada yang tidak memerlukan pengajuan klasifikasi usaha terlebih dahulu. 

Penulis juga melakukan penyebaran kuesioner dalam bentuk g-form kepada 11 badan usaha dalam bentuk CV. 72,7% responden  menyatakan bahwa ada kendala dalam melakukan pendaftaran Badan Usaha melalui SABU, yang mana 90,9% menyatakan bahwa kendala dalam melakukan pendaftaran Badan Usaha melalui SABU adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran badan usaha secara online, sementara 18,2 % menyatakan bahwa kendala dalam melakukan pendaftaran Badan Usaha melalui SABU adalah masalah terkait NIK (Nomor Induk  Kependudukan).

Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan  bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Namun untuk melakukan pendaftaran ke SABU tersebut hanya dilakukan oleh pelaku usaha bukan notaris.

Sebelum penelitian tesis ini, terdapat penelitian lain yang membahas mengenai pendaftaran badan usaha CV, yaitu :

1. Rahmadi Indra T, tesis dengan judul Kepastian Hukum Pendirian CV di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018, yang mana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pendirian CV di Indonesia sudah mengalami perubahan dengan beberapa problematika pendirian CV dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini ialah yang pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan CVnya di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kedua, tempat pendaftaran CV dirubah ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta autentik. Konsep pengaturan kedepan tentang proses pendirian CV saat ini dengan diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di SABU. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku; dan
2. Evelyne Theresia, dengan tesis berjudul Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau CV Di Indonesia, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan SABU. Peraturan perundangundangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan SABU.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam tesis ini adalah penelitian tesis ini lebih menyoroti masalah praktis yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menggunakan SABU, serta kendala teknis yang ada, seperti masalah KBLI dan kesulitan pelaku usaha dalam mendaftarkan badan usaha secara online yang mana hal ini sudah di-survey dengan kuesioner yang melibatkan beberapa pelaku usaha untuk mendalami kendala tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya harmonisasi hukum antara peraturan lama (seperti KUHD dan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018) sehingga peraturan baru justru menyebabkan kerancuan dan konflik hukum. Namun, Badan Usaha bukan Badan Usaha seperti CV, apabila diwajibkan untuk mengikuti pendaftaran berbasis online seperti yang berlaku pada peraturan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 akan menimbulkan problematika di antara pengusaha CV yang telah mempunyai CV sebelum keluarnya peraturan tersebut. Menindaklanjuti peraturan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang terbaru, secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 atau disebut dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori sehingga konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian peraturan baru dengan praktik bisnis yang ada, serta dampak praktis yang ditimbulkan oleh penerapan SABU terhadap pelaku usaha.
METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang gejala yuridis, dan dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bersumber dari dokumen tertulis yang berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. (Soekanto, 2013) Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tahap penelitian kepustakaan (library research). (Bambang Sunggono, 2015) Studi kepustakaan (Study Research) adalah suatu teknik atau metode yang digunakan guna mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. (Bambang Sunggono, 2015) Metode Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistic. (Kuswarno, 2013)
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Pendaftaran Badan Usaha CV Melalui Pengadilan Negeri Dan SABU Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha
Upaya pemerintah dalam mempercepat perkembangan usaha melalui kemudahan pelayanan di bidang perizinan telah menghasilkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata. 

Integrasi data antar lembaga seperti Kemenkumham, Dukcapil, dan Ditjen Pajak melalui SABU bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pendirian serta perijinan usaha secara elektronik, khususnya dalam penerbitan NIB dan SKT. Dengan SABU, pendaftaran persekutuan seperti CV dapat dilakukan secara online. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk memudahkan proses  pendaftaran, secara yuridis implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan, yaitu disharmonisasi antara ketentuan KUHD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

Peneliti menyebarkan kuesioner berbentuk g-form kepada 11 badan usaha dalam bentuk CV, seperti CV Jaya Mandiri, CV Sarana Bakti, CV Viron Sahwahita Karya, dan lainnya. Sebanyak 72,7% responden mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kendala dalam melakukan pendaftaran badan usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sebagian besar, yakni 90,9%, menyatakan bahwa kendala utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran badan usaha secara online. Selain itu, 18,2% menyebutkan masalah teknis terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai hambatan utama.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan online untuk pendaftaran badan usaha. Inti permasalahan yang dihadapi pelaku usaha terletak pada minimnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, keterbatasan panduan yang tersedia, serta ketidakmampuan sistem dalam memproses validasi data secara akurat. Masalah tersebut tidak hanya bersifat khusus pada satu jenis usaha, tetapi juga mencakup berbagai badan usaha kecil hingga menengah. Selain itu, disharmonisasi antara KUHD yang masih mengatur pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri dengan ketentuan baru yang mengharuskan pendaftaran melalui SABU menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, sinkronisasi regulasi, dan perbaikan teknis pada sistem SABU diperlukan untuk mendukung kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pendaftaran badan usaha.

Bila dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangannya, terdapat dualisme hukum yang berlaku yaitu pendaftaran CV berdasarkan ketentuan KUHD dan pendaftaran CV berdasarkan ketentuan Permenkumham 17 Tahun 2018. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedua aturan tersebut maka perlu terlebih dahulu membahas kedudukan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Menurut Hans kelsen, norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti. (Dentria Cahya Sudarsa dan I Wayan Parsa, 2020) Jika dikaitkan dengan Teori Jenjang Hukum (stufenbau theory) yang dikemukakannya bahwa norma-norma yang ada dibuat dan berlaku secara berjenjang mulai dari norma hukum yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi sampai dengan Grundnorm atau norma dasar yang menjadi landasan pembentukan norma-norma di bawahnya. (Saraswati, 2013)
Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sumber hukum tertinggi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan kedudukan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai undang-undang, meskipun KUHD merupakan produk hukum warisan Belanda. Namun, KUHD telah diakui dan berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Sementara itu, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang jenis peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut, Peraturan Menteri termasuk sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri, berdasarkan materi muatan tertentu, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan dibentuk atas perintah undang-undang.  Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) secara hierarkis berada di bawah KUHD.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut tentu menimbulkan akibat hukum selain adanya pertentangan norma dan tumpang tindih peraturan yang berlaku, adanya pemberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 juga menyebabkan ketidakpastian mekanisme dalam proses pendaftaran dan pendirian CV karena di satu sisi KUHD tidak dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru seperti dalam pengaturan Perseroan Terbatas maka menyebabkan aturan tersebut harus tetap berlaku.

Akan tetapi, di sisi lain Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV melalui SABU secara online. Dengan adanya pertentangan norma ini tentunya haruslah mencari solusi hukum yang dapat dijadikan sebagai jalan tengah guna mencapai kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada asas hukum yang dapat dijadikan landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum yaitu dengan menggunakan asas Prefensi yaitu yang pertama Lex Specilais derogate Lex Generalis penerapan hukum yang bersifat lebih khusus yaitu dalam pembahasan ini adalah Permenkumham No 17 Tahun 2018 karena secara khusus dan menyebutkan pengaturan mengenai CV dapat menyampingkan penerapan hukum yang lebih umum yaitu KUHD yang sifatnya mengatur persekutuan secara umum saja. Meskipun secara hierarki Permenkumham merupakan peraturan yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan KUHD, kebutuhan dalam menjalankan pelayanan yang terintergrasi secara elektronik lebih menyesuaikan dengan kondisi terkini di Indonesia. (Violeta, 2020)
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dualisme dalam sistem pendaftaran badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018. Dualisme ini muncul karena masih berlakunya ketentuan Pasal 23 KUHD, yang mengatur bahwa pendirian CV harus diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia dan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hingga saat ini, ketentuan tersebut belum dicabut oleh undang-undang lain yang memiliki kedudukan hukum setara atau lebih tinggi.

Di sisi lain, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 secara normatif mengatur mekanisme pendaftaran CV yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenkumham tersebut, yang menyebutkan bahwa pendaftaran persekutuan perdata, firma, dan CV wajib dilakukan secara elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan simplifikasi layanan publik.

Secara hierarkis, KUHD sebagai produk hukum setingkat undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Permenkumham, yang hanya merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, secara fungsional dan berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generali, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memiliki kekuatan mengesampingkan KUHD karena mengatur secara lebih spesifik mengenai prosedur pendaftaran CV dalam konteks pelayanan perizinan yang telah terdigitalisasi.

Asas lex specialis derogat legi generali berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila terjadi pertentangan atau tumpang tindih norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas ini merupakan bagian dari interpretasi sistematis untuk menyelesaikan konflik norma dalam sistem hukum nasional. (Mertokusumo, 2006)  Dengan demikian, meskipun KUHD masih berlaku, Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dapat digunakan secara lebih dominan dalam praktik, terutama untuk mendukung prinsip efektivitas hukum dan kemudahan pelayanan publik.
B. Harmonisasi Hukum Pendaftaran Badan Usaha CV Melalui Pengadilan Negeri Dan SABU Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018
Badan Usaha merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person). Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Usaha maupun bukan Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Chaidir Ali, 2017)
Badan usaha harus didaftarkan guna memberikan kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. (Syarifah Indah Safitri, 2020)
Badan usaha itu banyak bentuknya, namun dalam hal ini peneliti hanya akan membasan badan usaha dalam bentuk CV. Badan usaha persekutuan selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk Persekutuan Perdata, sedangkan untuk Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD). 

Sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, pendaftaran akta pendirian dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 23 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang menetapkan bahwa pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sementara itu, pendaftaran Persekutuan Perdata yang tidak diatur secara spesifik dalam Pasal 1618 KUHPerdata mengikuti mekanisme pendaftaran CV dan Firma. Namun, setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran Firma, CV, dan Persekutuan Perdata diwajibkan untuk dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pembahasan tesis ini, penulis secara khusus hanya akan menyoroti pendaftaran CV.

Pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri memiliki sejumlah kekurangan yang signifikan. Salah satunya adalah proses pendirian yang cukup kompleks, karena selain membutuhkan akta notaris, CV juga harus melalui proses registrasi di pengadilan untuk memperoleh pengesahan.  Pasal 23 KUHD, pendirian CV harus dilakukan melalui akta autentik yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak ketiga yang berhubungan dengan CV tersebut. Kemudian berbeda dengan Pasal 15 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pendaftaran CV harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. (Putu Devi Yustisia Utami, 2020)
Jika CV tidak didaftarkan sesuai ketentuan KUHD, maka persekutuan tersebut dianggap tidak memiliki legalitas formal sebagai badan usaha. Akibat hukum yang mungkin timbul antara lain:

1. Tanpa pendaftaran resmi, CV mungkin menghadapi hambatan dalam menjalin kontrak atau kerjasama dengan pihak lain yang mensyaratkan bukti legalitas usaha; 

2. CV yang tidak terdaftar mungkin menghadapi kesulitan dalam mengajukan gugatan atau menjadi pihak dalam proses hukum lainnya, karena status hukumnya yang tidak jelas.

Seiring dengan perkembangan regulasi, kewenangan pendaftaran CV telah berubah yang sebelumnya didaftarkan di Pengadilan Negeri menjadi didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABU. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Implementasi sistem digital seperti SABU bertujuan untuk menyederhanakan proses, mempercepat layanan, dan mengurangi hambatan birokrasi dalam pengurusan perizinan badan usaha.

Pengembangan sistem digital dalam proses pendaftaran badan usaha merupakan perwujudan dari BEE  yang merupakan survei yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) untuk mengurutkan peringkat negara-negara berdasarkan tingkat kemudahan berusahanya.

Teori hierarki dan teori kepastian hukum sangat penting untuk digunakan menganalisis harmonisasi hukum pendaftaran  badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan sistem administrasi badan usaha (SABU) pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan implikasi pendaftaran  badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan SABU pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 bagi pelaku usaha terkait pendaftaran badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Teori hierarki hukum, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, memberikan dasar bahwa perubahan aturan pendaftaran CV melalui SABU harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang tentang Badan Usaha atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan sistem hukum nasional. Di sisi lain, teori kepastian hukum menekankan pentingnya adanya kepastian dan keteraturan dalam penerapan hukum, sehingga perubahan prosedur pendaftaran yang awalnya melalui Pengadilan Negeri ke sistem SABU harus diikuti dengan penyempurnaan peraturan yang jelas dan mudah dipahami agar pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran badan usaha mereka dengan keyakinan bahwa proses hukum yang ditempuh memiliki landasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 bagi pelaku usaha tentunya harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana karena Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu setiap orang diberikan hak untuk manaikkan taraf ekonominya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap   orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya. Salah satu cara untuk mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya adalah dengan membuat badan usaha, dalam hal ini CV. 

Permаsаlаhаn tentаng disharmonisasi yаng аdа pаdа Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Perdata dengаn KUHD yаng sebelumnyа digunаkаn sebаgаi аcuаn utаmа pembentukаn Persekutuan Komаnditer. Аturаn dаlаm Pаsаl 5 Ayаt (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkаn seorаng pemohon mempunyаi hаk mengаjukаn permohonаn nаmа persekutuan Komаnditer melаlui Sistem Аdministrаsi Bаdаn Usаhа. Lebih lаnjut dijelаskаn dаlаm Pаsаl 5 Ayаt (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengаtur beberаpа persyаrаtаn nаmа Persekutuan Komаnditer, аntаrа lаin аdаlаh nаmа Persekutuan Komаnditer yаng diаjukаn belum dipаkаi secаrа sаh oleh persekutuаn yаng lаin nаmun mаsih terdаpаt pengecuаliаn bаgi Persekutuan Komаnditer yаng telаh mendаftаrkаn pаdа pengаdilаn Negeri sebelum berlаkunyа Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini tidak perlu lagi melakukan permohonan pengajuan nama.

Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 inilah yang menjadi salah satu penyebаb аdаnyа tumpаng tindih perаturаn kаrenа di sаtu sisi KUHD memberikаn kewаjibаn bаgi pаrа sekutu CV untuk mendаftаrkаn pendiriаn persekutuаn firmа dаn CV di Pengаdilаn Negeri sertа mengumumkаnnyа di Beritа Negаrа, аkаn tetаpi di sisi lаin Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewаjibkаn pendаftаrаn pendiriаn CV sesuаi dengan yang diatur didalam lаin Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Keberаdааn аturаn yаng tidаk hаrmonis аntаrа KUHD dengаn Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 jugа tidаk memenuhi sаlаh sаtu tujuаn hukum, yаitu kepаstiаn hukum.

Hal tersebut bertentangan dengan teori hierarki yang merupakan sebuah teori dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun secara berjenjang berdasarkan tingkatannya. Teori ini, yang dikenalkan oleh Hans Kelsen melalui konsep stufenbau des rechts atau hierarki norma hukum, menegaskan bahwa peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Jika terdapat pertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi harus menjadi acuan utama, sementara peraturan yang bertentangan tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. (Soeprapto, 2010) Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara ketentuan pendaftaran badan usaha sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip hierarki hukum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Ketidakharmonisan Peraturan antara Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan KUHD menyebabkan adanya ketentuan yang bertentangan satu sama lain terlebih lagi mengingat bahwa kedudukan KUHD lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Salah satu ketentuan tersebut antara lain terkait dengan sistem pendaftaran yang tidak sama, karena didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 pendaftaran wajib dilakukan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri yang artinya dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengesampingkan peraturan yang diatur didalam KUHD. 

Ketidakharmonisan antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menimbulkan perbedaan ketentuan yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, KUHD memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Permenkumham, karena KUHD berstatus sebagai undang-undang (wet), sedangkan Permenkumham merupakan peraturan pelaksana yang kedudukannya lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk ketidakharmonisan tersebut terlihat dalam perbedaan sistem pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV). Dalam KUHD, pendaftaran CV dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sedangkan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran diwajibkan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, peraturan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 secara tidak langsung telah mengesampingkan ketentuan dalam KUHD, meskipun seharusnya ketentuan dalam peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi.

Jika melihat dari sudut pandang teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, aturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, seharusnya perubahan mekanisme pendaftaran CV tidak hanya diatur melalui Permenkumham, tetapi ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang setara atau lebih tinggi dari KUHD, misalnya dalam bentuk Undang-Undang (UU) baru yang merevisi ketentuan dalam KUHD, atau setidaknya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan yang lebih tinggi dari Permenkumham.

Dari sisi keabsahan CV sebagai badan usaha, tidak adanya pendaftaran di Pengadilan Negeri tidak serta-merta membuat CV menjadi tidak sah, mengingat pendaftaran CV di PN dalam KUHD lebih bersifat administrative bukan sebagai syarat mutlak sahnya CV yang berarti pendaftaran tersebut hanya merupakan syarat formal atau prosedural untuk pencatatan, bukan penentu sah atau tidaknya keberadaan CV secara hukum. Namun, karena Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mewajibkan pendaftaran melalui SABU, maka agar CV memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, sebaiknya pendaftaran dilakukan melalui sistem tersebut. (Putu Devi Yustisia Utami, 2020)
Pendirian CV dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di Pengadilan Negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan inti dari penataan regulasi. Tanpa adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sulit untuk mewujudkan penataan regulasi. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan dapat dilakukan dengan menggunakan model atau dapat disebut model penataan regulasi. Model penataan regulasi ini dilakukan dari akar. Artinya penataan regulasi dilakukansaat pembentukan peraturan perundang-undangan.

Upaya agar tercipta harmonisasi hukum dalam pendaftaran badan usaha CV, maka perlu dilakukan penyesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dengan ketentuan yang lebih tinggi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan teori hierarki hukum Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga untuk mewujudkan harmonisasi, diperlukan revisi atau penyesuaian norma, baik dengan cara mengubah atau mencabut ketentuan dalam KUHD yang mengatur bahwa pendaftaran CV dilakukan melalui Pengadilan Negeri, atau menetapkan suatu undang-undang baru yang secara eksplisit menyatakan bahwa pendaftaran CV dilakukan melalui sistem SABU dan mencabut ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, akan tercipta keselarasan norma, kepastian hukum, dan kejelasan prosedur dalam proses pendirian badan usaha CV di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum dalam pendaftaran badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan SABU pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018  adalah telah terjadi disharmonisasi karena bertentangan dengan teori hierarki karena Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan pendaftaran CV melalui SABU justru mengesampingkan ketentuan dalam KUHD yang sebelumnya mengatur bahwa pendaftaran pendirian CV dilakukan melalui Pengadilan Negeri  yang tidak sesuai dengan prinsip hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengharuskan peraturan yang lebih rendah untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pendaftaran badan usaha CV.
KESIMPULAN
1. Kedudukan hukum pendaftaran badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 bagi pelaku usaha  adalah bahwa secara normatif masih terjadi dualisme hukum karena Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur bahwa pendirian CV harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri masih berlaku dan belum dicabut oleh Undang-Undang baru, sementara Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sehingga secara hierarki kedudukan KUHD lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018; dan

2. Implikasi pendaftaran badan usaha CV melalui Pengadilan Negeri dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 bagi pelaku usaha terjadinya disharmonisasi hukum karena berdasarkan teori hierarki kedudukan KUHD lebih tinggi dari  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, namun saat ini tatacara pendaftaran CV harus dilakukan secara elektronik melalui SABU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, yang mana ketentuan tersebut mengesampingkan KUHD yang mengharuskan pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri, sehingga harus dilakukan harmonisasi hukum seperti perubahan KUHD dan mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 agar tidak terjadi disharmonisasi peraturan.
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